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BERITA  DAERAH 

K A B U P A T E N  B A N D U N G 

 
 

 

 
 

 

               NOMOR  3 TAHUN 2009 

 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 

PETUNJUK OPERASIONAL RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 – 2027 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG 
 
Menimbang  : a.  bahwa pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di 

Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2027; 

 
  b.  bahwa sebagai salah satu petunjuk dalam mekanisme pengendalian 

pemanfaatan ruang atas Peraturan Daerah dimaksud diperlukan 
Petunjuk Operasional sebagai instrument pengendalian 
pembangunan berupa pedoman untuk penyusunan rencana yang 
lebih rinci/detail dan sebagai panduan teknis 
pengembangan/pemanfaatan lahan sekaligus menjamin 
terpeliharanya kualitas minimal ruang sesuai standar normatif 
perencanaan; 

 
  c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Operasional 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 
dengan Peraturan Bupati. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950  tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950); 

 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 
2043); 
 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2931); 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4169); 

 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 

 
6. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

 
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3501); 
 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3469); 

 
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang 

Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3470); 

 
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478); 

 
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839); 

 
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

 
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003, tentang 

Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4327); 
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15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

 
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4411); 

 
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia RI Nomor 4421); 

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

 
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725 ); 

 
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 

tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara 
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 

 
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 

 
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 

tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);   

 
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 
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27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165); 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4696); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 
2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 19,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4815); 

 
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 

tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 
 

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum; 

 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang 

Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas 
Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah; 

 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 
 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan; 

 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah: 
 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata 
Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang 
di Daerah; 

 
38. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang 

Terminal Transportasi  Jalan; 
 

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II; 
 

40. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 35/MENLH/12/1998, 
tanggal 30 Desember 1998, tentang Amdal Regional Bandung Utara; 
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41. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
327/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman 
Bidang Penataan Ruang; 

 
42. Keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan 

Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 
tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat; 

 
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 
 

44. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
375/M/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam 
Jaringan Primer menurut peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan 
Kolektor – 1, Kolektor – 2, Kolektor – 3; 

 
45. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 

376/M/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut 
Statusnya; 

 
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38); 

 
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
sampai Tahun 2027; 

 
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang 

Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri 
D); 

 
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 17); 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK 

OPERASIONAL RENCANA TATA RUANG WILAYAH  TAHUN 2007-
2027 

 
 

Pasal 1 

 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah lainnya sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2007-2027 adalah dokumen 
perencanaan wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
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5. Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung adalah pedoman 
operasional yang berisikan arahan-arahan serta ketentuan-ketentuan teknis yang 
mengatur tentang pemanfaatan ruang serta mekanisme dan prosedur pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

 
 

Pasal 2 

 

(1) Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027 
adalah Dokumen operasional bagi penyelenggara penataan ruang di Kabupaten Bandung 
untuk periode yang mengacu pada periode RTRW Kabupaten Bandung yaitu 20 tahun 
dimulai 1 Januari 2007 sampai 1 Januari 2027. 

 
(2) Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai Pedoman dalam melaksanakan 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

 
 

 

Pasal 3 
 
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

 

Pasal 4 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 
 
 

Ditetapkan di Soreang 
Pada tanggal 2 Maret 2009 
 
BUPATI BANDUNG 

 

            TTD 
 

 

OBAR SOBARNA 
 

Diundangkan di Soreang 
Pada tanggal 2 Maret 2009 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 
 

 

     TTD 
 

 

SOFIAN NATAPRAWIRA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
TAHUN  2009  NOMOR 3 


